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Abstrak 

M.Bakri/222016010M/2020/Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam 
Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 
Sumatera Selatan (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air Provinsi Sumatera Selatan)/Akuntansi Perpajakan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 
Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera 
Selatan. Jenis penelitian yang digunakukan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu untuk 
menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa 
data tersebut. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 
Sumatera Selatan. Hasil penelitian yaitu terdapat utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dari pembayaran kegiatan belanja langsung yang tidak 
terbayar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 
dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku namun masih terdapat utan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebabkan 
terutangnya pembayaran kegiatan belanja langsung pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air Provinsi Sumatera Selatan. 

Kata kunci : Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

      Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari 

masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban 

warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota 

masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa 

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan 

peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara. 

       Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara nonmigas. 

Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mendominasi penerimaan 

dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah 

dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal. 

Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain 

sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak. Self assessment system yang mengharuskan 

Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, 

menuntut pihak-pihak tersebut harus mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan 

perpajakan.     

       Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal langsung yang dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pada 
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negara. Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, metode 

pengkreditan menjadi keharusan. Dalam mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak 

akan memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak. 

Sebaliknya, ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena 

Pajak yang lain, Pengusaha tersebut akan dipungut PPN. Selisih antara hasil 

pemungutan PPN dan PPN yang dipungut terhadapnya merupakan PPN yang 

harus disetorkan ke kas Negara setiap bulannya. Jika selisihnya negatif, Pengusaha 

dapat melakukan kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan.  

       Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk pemajakan atas konsumsi 

barang dan jasa yang bersifat umum, yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur 

produksi dan distribusi. Selain itu, dari tata cara pemungutannya, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung karena 

pihaknya memikul beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pihak yang 

bertanggung jawab untuk memungut serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

ke kas Negara merupakan dua pihak yang berbeda. Pemikul beban Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumen akhir, sedangkan pihak yang 

bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) ke kas Negara penjual atau pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa 

       Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena digunakannya faktor- faktor 

produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan 

memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa. Semua biaya 

yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau 

dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang 
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menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas 

pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak. 

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kita mengenal istilah pemungut PPN. 

Bagi pemungut PPN, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang 

berbeda dibandingkan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya. Perbedaan 

meknismenya terlihat jelas pada pihak yang berkewajiban memungut dan 

melaporkan PPN. Jadi, jika terjadi penyerahan BKP/JKP yang dilakukan PKP 

rekanan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN dan 

tidak lagi dipungut PKP Penjual. Namun, PKP penjual tetap berkewajiban 

menerbitkan faktur sebagai bukti adanya transaksi dan pemungutan PPN.. 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Bendahara Pemerintah. 

Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan 

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah adalah 

keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003. Bendaharawan 

pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran 

yang dananya berasal dari APBD/APBN. Untuk memastikan bahwa kewajiban 

perpajakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 

khususnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan bendahara selaku 

pemungut Pajak pertambahan Nilai dari pembayaran yang dananya bersasal dari 

APBD Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan secara benar sehingga dapat 

mengoptimalkan penerimaan pajak negara. 
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Dalam tabel berikut ini menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu bagian dari pajak sebagai salah satu 

penerimaan bagi negara. Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan pajak tidak 

langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 

atau Jasa Kena Pajak (JKP). 

Tabel I.1 

Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM, 2018-2020 

(triliun rupiah) 

 

Uraian 

2018 2019 2020 

LKP

P 

% thd 

Total 

Outloo

k 

% 

thd 

Total 

RAPB

N 

% 

thd 

Total 

a.Pendapatan PPN 520,4 96,9 574,1 96,9 664,3 96,9 

     Pendapatan PPN 

DN 
333,9 62,2 368,4 62,2 426,2 62,1 

 Pendapatan PPN 

Impor 
186,4 34,7 205,7 34,7 237,9 34,7 

    Pendapatan PPN 

Lainnya 
   0,1   0,0    0,0   0,0    0,1   0,0 

b.Pendapatan 

PPnBM 
  16,9   3,1   18,6   3,1   21,6   3,1 

    Pendapatan 

PPnBM DN 
  12,8   2,4   14,1   2,4   16,3   2,4 

  Pendapatan PPnBM 

Impor 
  4,1   0,8    4,5    0,8     5,2    0,8 

  Pendapatan PPnBM 

Lainnya 
  0,0   0,0    0,0    0,0     0,0   0,0 

Jumlah 537,3 100,0 592,8 100,0 685,9 100,0 

     Sumber : Kementerian Keuangan 

 

       Berdasarkan tabel I.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 

2018 sampai dengan tahun 2019 cukup mengalami peningkatan namun masih 

belum mendukung target penerimaan pajak. Kementerian keuangan 

mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,9 triliun atau 



5 

 

  

hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun dan pada 

tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari 

target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 

1.577,6 triliun. sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan Penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung target penerimaan pajak. Pada 

tahun 2020 pemerintah mentargetkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

sebesar Rp. 664,3 triliun pada tahun 2020 atau naik 15,7% dari outlook APBN 

2019. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus pada Bendahara 

Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 

selaku Pemungut Pajak. Peneliti mengambil sampel pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kegiatan belanja langsung Pada Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Sub Bagian Keuangan dikarenakan adanya utang 

Pajak Pertambahan Nilai terhadap pemungutan pajak  pada pembayaran kegiatan 

belanja langsung seperti yang tersaji pada tabel I.2.  
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Tabel 1.2 

Pembayaran Kegiatan Belanja Langsung                                                                     

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 

 

No

. 

Tahun 

Anggaran 

Jumlah 

Pembayaran 

(Rp) 

Jumlah Realisasi 

Pembayaran 

(Rp) 

Jumlah Utang 

Pembayaran 

(Rp) 

1. 2018 302.382.497.861 295.028.988.361 7.353.509.500 

2. 2019 
174.053.549.721,

13 

167.546.653.737,

77 

6.506.895.983,3

6 

Sumber :  Penulis 2020  

 

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat bahwa terdapat penundaan pembayaran 

kegiatan belanja langsung pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 

Sumatera Selatan. Sehinggga, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga 

mengalami penundaan. Penundaan pembayaran kegiatan belanja langsung tersebut 

disebakan oleh beberapa hal yaitu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi 

Sumatera Selatan mengalami defisit, terlambatnya pelaksanaan tender proyek 

kegiatan belanja langsung tersebut dan rekanan pelaksanaan kegiatan belanja 

langsung tersebut terlambat menagihkan pembayaran. Sehingga, terjadilah utang 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat dari penundaan pembayaran belanja 

tersebut.  

Tabel. I.3 

Pemungutan PPN Kegiatan Belanja Langsung                                                      

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 

 

No. Tahun 

Anggaran 

Jumlah PPN 

yang di 

Pungut (Rp) 

Jumlah 

Utang PPN 

(Rp) 

Total PPN 

(Rp) 

1. 2018 25.374.369.138 668.500.864 26.042.870.002 

2. 2019 11.084.634.385 591.535.998 11.676.170.383 

Sumber : Penulis 2020  
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seperti yang terlihat pada tabel I.3, pada tahun anggaran 2018 seharusnya 

Negara menerima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 26.042.870.002 dari 

jumlah pembayaran sebesar Rp.295.028.988.361. Namun, akibat adanya 

penundaan pembayaran sebesar Rp. 7.353.509.500 maka Negara hanya menerima 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 25.374.369.138. dan sisanya sebesar 

Rp.668.500.864 dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.  

Begitupun pada tahun anggaran  2019 negara seharusnya menerima Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.11.676.170.383 dari jumlah pembayaran 

sebesar Rp. 174.053.549.721,13 Namun, akibat adanya penundaan pembayaran 

sebesar Rp.6.506.895.983,36 maka Negara hanya menerima Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) sebesar Rp. 11.084.634.835 dari total realisasi pembayaran sebesar 

Rp.167.546.653.737,77 dan sisanya sebesar Rp. 591.535.998 dibayarkan pada 

tahun anggaran berikutnya. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Maka penulis merasa 

tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan permungutan Pajak 

Pertambahan Nilai Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera 

Selatan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selaku pemungut pajak guna 

mendukung pencapaian target pemerintah dalam hal penerimaan pajak negara. Hal 

ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitan mengenai pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai dengan judul “Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Pada Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan” (Studi Kasus Bendahara 

Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan).   
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A. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yang 

dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera 

Selatan? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang 

dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera 

Selatan. 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

       Sebagai bukti empiris yang ada tentang pemungutan Pajak Petambahan 

Nilai (PPN) 

2. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 

       Hasil penlitian ini diharapkan dapat menjadikan kajian dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Bendahara Pengeluaran 

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan guna 

mendukung pencapaian target penerimaan pajak negara. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan 

datang
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